KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : KMA/011/SK/III/2004

TENTANG
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA BIDANG TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:a.bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam pe

nyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang Tata Usaha Usaha Neg

ara,dipandang perlu menindak lanjuti hasil kerja kelompok kerja terdahulu,sehungga terdapat kesinambungan langkah dan pemikirand dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. bahwa oleh karena beberapa anggota  Kelompok Kerja Tata Usaha 
Negara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah    Agung No.KMA/034/SK/IX/1998 telah banyak yang memasuki masa Purna Bhakti,maka perlu menetapkan kembali sususan dan keanggotaan Kelompok Kerja Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung RI ;



c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini,dibebani 



    tugas dalam Kelompok Kerja Tata Usaha Negara, disamping melaksana



    kan tugasnya sehari-hari sesuai dengan jabatannya masing-masing ;

Mengingat     1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 



   Tahun1999 tentang perubahan Atas Undang-undang  Nomor 14 tahun 



   1970 tentang perubahan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehaki
                           man.



2.Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



3.Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menetapkan kembali Susunan dan Keangotaan Kelompok Kerja

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan sususnan  sebagimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA


: Kelompok Kerja Tata Usaha Negara bertugas membantu upaya 




  Peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan dalam rangka 




  Penyempurnaan pelaksanaan peradilan di lingkungan Peradailan




  Tata Usaha Negara.

KETIGA
: Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Tata Usaha Negara,

  bertanggung jawab  kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI,yang


  sehari-hari dilaksanakan oleh ketua Muda Mahkamah Agung RI 


                                    
  Urusan  Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksaanaan kegiatan 




  Kelompok Kerja Tata Usaha Negara tersebut dibebankan kepada




  Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,denga



  Ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan 




  akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN

 Surat Keputusan ini disampaikan   kepada :



1. Sdr.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.





2. Sdr.Para Ketua Muda Mahkamah  Agung RI.




3. Sdr.Panitera /Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.




4. Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan




    Sebagaimana mestinya.







    Ditetapkan di      : J A K A R T A






    Pada tanggal        :04 MARET 2004





                                 
   KETUA MAHKAMAH AGUNG RI








    BAGIR MANAN
